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Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak
yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu
dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjgjahan dalam
rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya ditanah air kita.

Oleh karenanya pemungutan pgjak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagal beban yang berat,
sbab bak penetgpan jumlah pgak, jenis pgak maupun tata cara pemungutannya
dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban
penderitaan dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asas rakyat.

Pajak hanyalah merupakan kewsjiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara
patuh.

Peraturan perundang-undangan perpgjakan yang dibuat pada zaman pemerintahan
penjgahan Bdanda adadah antara lain: Aturan Bea Materai Tahun 1921, Ordonans Pajak
Perseroan Tahun 1925, Ordonans Pgak Kekayaan Tahun 1932, Ordonans Psjak
Pendapatan Tahun 1944.

Meskipun terhadap berbaga peraturan perundang-undangan perpajakan ssa-sisa kolonid
tersebut telah bebergpa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena
berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, serta sstem yang melekat kepada undang-
undang tersebut, maka sSepanjang perpgakan dilandas  ketentuan-ketentuan
perundang-undangan tersebut, belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagal sarana yang
dapat menunjang cita-cita Bangsa dan Pembangunan Nasiona yang sedang dilaksanakan
sekarang ini.

Memasuki alam kemerdekaan, sgak proklamas 17 Agustus 1945, terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan
dan penyesuaian sebagal upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat
dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannyaNamun perubahan-perubahan
tersebut dimasa lalu lebih bersfat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru
dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Pendapaian, Pgak Kekayaan dan Pgak Perseroan, yang kemudian pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 yang sdanjutnya terkend
dengan "ssem MPS dan MPO". Sistem tersebut merupakan penyempurnaan sstem pajak
sesua dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia

Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk mengubah berbagai peraturan
perundang-undangan perpgakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamenta tuntutan
dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan
perpajakan yang secara mendasar.

Peraturan perundang-undangan yang dimeksud harus dilandas fasafah Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi
hak warga negara dan menempatkan kewsjiban perpajakan sebagai kewsjiban kenegaraan
dan merupakan sarana peran sertarakyat dalam bidang kenegaraan.
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Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebaga
amanat rakyat, seperti tersurat dan tersrat dalam Garis-garis Besar Hauan Negara yang
antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak
diintensifkan dan gparat perpajakan harus makin mampu dan bersih”.
Oleh karena itu undang-undang ini sebagal suatu undang-undang dibidang perpajakan yang
dilandas fasafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus berbeda dengan
undang- undang perpgakan yang dibuat dizaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata
terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap Wajib Pajak, yang tidak
dianggap sebagai "obyek”, tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar
mau dan mampu memenuhi kewgiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewsgjiban
kenegaraan.Di segi lain tuntutan mesyarakat terhadap adanya "aparatur perpagjakan yang
meakin mampu dan bersih”, dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan
dalam undang-undang ini.
Perbedaan fasafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan
undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sstem dan
mekanisme pemungutan pagak: Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan
menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sstem perpajakan Indonesia, karena kedudukan
undang-undang ini yang akan menjadi “"ketentuan umum® bagi peraturan
perundang-undangan perpgakan yang lain.Ciri dan corak tersendiri dari Sstem pemungutan
pajak tersebut adalah :

a  bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewgiban dan
peran serta Wajib Pgjak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan
nesiondl;

b.  tanggung jawab atas kewsgjiban pelaksanaan pgak, sebaga pencerminan kewsjiban
dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pgjak sendiri.
Pemerintah, dalam hd ini aparat perpajakan sesua dengan fungsinya berkewajiban
melakukan pembinaan, penditian, dan pengawasan terhadgp pelaksanaan kewgjiban
perpajekan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan;

C.  anggota masyarakat Wagib Pejak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan
kegotongroyongan nasiond meaui Sstem menghitung, memperhitungkan dan
membayar sendiri pgjak yang terhutang (sdf assessment), sehingga melalui ssem ini
pelaksanaan administras perpajakan dihargpkan dapat dilaksanakan dengan lebih
rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipsham oleh anggota masyarakat
Wajib Pgjak.

Berdasarkan ketiga prindp pemungutan pajak tersebut, Wajib Pgak diwgibkan
menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pgak yang seharusnya
terhutang sesual dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan perpagjakan, sehingga
penentuan penetapan besarnya pgak yang terhutang berada pada Wajib Pgjak sendiri.Selain
daripada itu Wajib Pgak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang
terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan perpgakan.

Dengan sistem ini diharapkan pdaksanaan administras perpgakan yang berbelit-belit dan

birokratis akan dihilangkan.Ciri dan corak Sstem pemungutan pajak tersebut sangat

berbeda dengan sistem lama warisan zaman kolonid yang antaralain :
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a  tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan
seperti yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi
wewenang administras perpajakan;

b. pelaksanaan kewajiban perpajakan, ddam banyak ha sangat tergantung dari
pelaksanaan adminisras perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana
mengakibatkan anggota mesyarakat Wajib Pajak kurang mendapat pembinaan dan
bimbingan terhadap kewsjiban perpajakannya dan kurang ikut berperan serta dalam
memikul beban negara dalam mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.

Jdadah bahwa sstem pemungutan pgak yang ditentukan menurut Undang-undang ini,

memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wgib Pegjak untuk

melaksanakan kewsjiban perpgakannya

Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewsjiban perpajakan bagi Waib

Pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan

tanggungjawab perpajakan di masyarakat.

Tugas administrad  perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau,

dmana  administras perpaaken  meletakkan  kegiatannya  pada  tugas

merampungkan/menetapkan semua Surat

Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang

seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administras perpgakan,

berperan aktif dalam melaksanakan pengenddian administras pemungutan pajak yang
meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penergpan sanks administras.

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan meddui berbaga upaya, antara lain

pemberian penyuluhan pengetahuan perpgakan bak melalui media masa maupun

penerangan langsung daam masyarakat.

4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sebagal suatu uraian yang utuh dan
menyeluruh, serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersrat delam Garis-garis Besar
Haluan Negara, maka diadakan pembaharuan sstem dan hukum perpgakan di Indonesia,
yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Perubahan tersebut diharapkan dapat menunjang sepenuhnya lgu pembangunan dan

mempercepat terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan

tingkat kesadaran kewsjiban perpgakan, perataan dan perluasan obyek kena pgak dan
peningkatan penerimaan negara sgjalan dengan perkembangan Pembangunan Nasiond

sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamas 17 Agustus 1945.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang dipergunakan
dalam undang-undang ini.

Dengan adanya pengertian tentang idtilahvigtilah tersebut dapat dicegah adanya salah
pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga
dapat mencapal kelancaran dan kemudahan baik bagi Wajib Pgjak maupun bagi gparatur dalam
melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya dicapai tertibnyaadministras perpajakan.
Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hd yang bersifat teknis dan baku, khususnya
dalam bidang perpajakan.
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Pasd 2
Semua Wajib Pgjak berdasarkan sstem self assessment harus mendaftarkan dirinya pada
Direktorat Jendera Pajak untuk dicatat sebagal Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP).
Nomor Pokok Wgjib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administras perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengend diri atau identitas Wgib Pgak.Dengan diperolehnya
Nomor Pokok Wajib Pejak, berarti Wajib Pejak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
Fungs Nomor Pokok Wagjib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas
Waib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administras perpgekan.Setigp Wajib Pgak daam ha yang
berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Waib
Pgak yang dimilikinga Terhedgp Wajib Pajak yang tidek mendaftarkan diri  untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wagjib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanks pidana.

Pasal 3

Ayat (1)
Fungs Surat Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut SPT) adalah sebagai sarana Wagib
Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pgjak yang
sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah
dilaksanekan sendiri dalam satu Tahun Pagjak atau Bagian Tahun Pgjak dan laporan
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pgak orang
atau badan lain dadam sau Masa Pgak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Setiagp Wajib Pajak wajib mengambil sendiri SPT yang
telah disediakan olen Direktorat Jenderal Pajak, mengis, menghitung dan
memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang untuk satu Masa Pajak dalam SPT, dan
menyampaikan SPT yang telah diis dan ditandatanganinya ke Direktorat Jenderal Pgjak
dalam batas waktu yang ditentukan. Y ang dimaksud dengan mengis SPT adalah, mengis
formulir SPT secara benar, jelas, lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan mengenai
penghitungan jumlah pgak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpgjakan. Pengisan SPT yang tidak benar yang berakibat
timbulnya kerugian bagi negara akan dikenakan sanks pidana berdasarkan Pasal 38 dan
Pasd 39 ddam undang-undang ini. Demikian pula keterlambatan atau tidak
menyampaikan SPT akan dikenakan sanks administras berupa denda.

Ayat (2)
Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pgjak formulir SPT disediakan pada
Kantor-kantor dilingkungan Direktorat Jenderal Pgjak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos
Pembantu, dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderd Pajak dan yang
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wgjib Pajak.

Ayat (3)
Aya ini mengatur tentang batas waktu pemasukan SPT. SPT dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu SPT Masa untuk melaporkan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib
Pajak, dan SPT Tahunan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang dari
penghasilan yang diperoleh Wajib Pgjak dalam satu Tahun Pajak.
Batas waktu tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b adalah batas waktu terakhir.
Batas waktu tersebut dianggep cukup memada bagi Wajib Pgjak untuk mempersiapkan
segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian
pembukuannya.
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Ayat (4)

Apabila Wagjib Paak bak orang aau Badan ternyata tidek  dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta
daftar rugi laba dalam jangka waktu tiga bulan benar-benar mengalami kesulitan, karena
luasnya kegiatan usaha dan masalah-masdlah teknis pembuatan neraca aau laporan
keuangan sulit untuk memenuhi batas waktu penyedesaian dan memerlukan kelonggaran
dari batas wektu yang telah ditentukan, Wajib Pajak berhak untuk menggjukan
permohonan agar memperolen perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pgak
Penghasilan.

Ayat (5)

Pasd 4

Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak
yang terhutang ddam satu Tahun Pgak yang harus dibayar sebedum batas waktu
pemasukan SPT Tahunan, perlu kiranya ditetapkan persyaratan khusus dan menetapkan
sanks administras berupa pungutan bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang
waktu penyampaian SPT Tahunan Pgak Penghasilan.

Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang
besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara dalam satu Tahun
Pajak, sebagal lampiran Surat Permohonan penundaan kewajiban penyampaian SPT
Tahunan Pgjak Penghasilan.

Ayat (6)

Karena SPT itu merupakan alat penditian atas kebenaran penghitungan pajak terhutang
yang diberitahukan oleh Wajib Pgjak, maka lampiran tersebut merupakan bagian dari SPT
dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pgjak.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasd 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 7

Cukup jelas.

Untuk kepentingan tertib administras perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi
Waib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPT sesua dengan batas
waktu yang ditentukan, dikenakan sanks berupa denda administras yang ditetapkan sebesar
Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
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Pasd 8

Ayat (1)
Terhadap kekeliruan dalam pengisan SPT yang dibuat olen Wajib Pgjak, mash terbuka
baginya hak untuk melakukan pembetulan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pgjak
belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran dalam SPT yang telah disampaikan atau
belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan.

Ayat (2)
Dengan adanya pembetulan sendiri SPT tersebut membawa akibat penghitungan jumlah
pajak yang terhutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari
jumliah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebaga akiba pembetulan tersebut
dikenakan sanks administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
Bunga yang terhutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari
berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggd pembayaran karena
adanya pembetulan SPT tersebut. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pgak dalam
melakukan pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimeksud dalam Pasal 11.

Ayat (3)
Wagjib Pgjak yang melakukan pelanggaran sebagamana dimeksud daam Pasa 38,
sgpanjang belum dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas perpajakan, sekaipun telah
dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan Wajib Pgak telah mengungkapkan kesalahannya
dan sekaligus melunas jumlah pgak yang sebenarnya terhutang beserta denda administras
sebesar dua kai dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan
dilakukan penyidikan.Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk
membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pgjak yang bersangkutan.

Pasd 9

Ayat (1)
Batas waktu pembayaran masa ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu
tidak boleh melebihi lima belas hari setelah saat terhutangnya atau berakhirnya Masa Pgjak.
Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanks administras
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Ayat (2)
Sebagaimana dimaksud ddam Pasal 3 ayat(3)huruf b Wajib Pgak wajib menyampaikan
SPT Tahunan dalam waktu tiga bulan setelah akhir Tahun Pgjak.Jka pada waktu pengisian
SPT tersebut ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, meka
kekurangan pembayaran pagjak tersebut harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan itu
disampaikan, misanya SPT harus disampaikan pada tangga 31 Maret, kekurangan
pembayaran pgak yang terhutang atau setoran terakhir harus sudah dilunas sebelum SPT
disampaikan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Direktur Jenderd Pagjak dapat memperkenankan penundaan pembayaran pagak yang
terhutang, meskipun tangga jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.Kelonggaran
tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada Wajib Pgjak yang benar-benar
sedang mengalami kesulitan likwiditas. Dipersyaratkan untuk mendapatkan kelonggaran
tersebut, Wajib Pgjak harus mengajukan permohonan tertulis disertai alas an-alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan dan meyakinkan.
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Pasd 10

Ayat (1)
Direktorat Jenderal Pgak tidak diperbolenkan menerima setoran pajak dari Waib
Pajak.Semua penyetoran pajak-pajak negara, harus disetorkan di Kas Negara atau tempat-
tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti yang selama ini
telah ditetapkan yakni di Kantor Pos dan Giro dan dibeberapa Bank Pemerintah. Dengan
usaha memperluas tempat-tempat pembayaran pajak yang mudah dijangkau olen Wagjib
Pajak, dimeksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak daam memenuhi kewsjibannya,
sekaligus menghindarkan adanya rasa keengganan dalam melaksanakan pembayaran pajek.

Ayat (2)
Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak dan pelaporannya
yang akan ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, demikian juga mengenai tata
cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah
pelaksanaan pembayaran pajak dan mempermudah penampungan adminisrasinya.

Pasd 11

Ayat (1)
Jka setelah diadakan perhitungan jumlah pgak yang sebenarnya terhutang dengan jumiah
pajak yang telah dibayar menunjukkan jumiah sdlisih lebih (jumlah pgjak yang telah dibayar
lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang), Wajib Pgak berhak untuk meminta kembali
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pgjak tersebut tidak mempunyai hutang
pajak lain.
Daam ha Wajib Pgak mash mempunyai hutang pajak lainnya yang belum dilunas,
kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan hutang pajak
tersebut dan bilamana masih terdapat Sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Waib
Pajak. Untuk memperoleh kembdi kelebihan pembayaran tersebut, Wajib Pgak harus
mengajukan permohonan tertentu kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang
ditunjuknya

Ayat (2)
Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pejak dan menjamin ketertiban
administrad, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jendera Pgak ditetapkan dalam
jangka waktu selamarlamanya satu bulan setelah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran
Pajak ditetgpkan oleh Direktur Jenderal Pgak.

Ayat (3)
Untuk terciptanya kessmbangan hak dan kewsjiban bagi Wajib Pgjak dengan kecepatan
pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pejak, ayat ini menentukan, bahwa atas Setiap
kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pgak dari jangka waktu tersebut
pada ayat(2), kepada Wajib Pgjak yang bersangkutan diberikan imbaan oleh Pemerintah
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sgak saat berlakunya batas
waktu satu bulan sampal saat dilakukan pembayaran. Yang dimeksud dengan saat
dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran pgjak adalah saat Surat Perintah Membayar
Kdebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasd 12
Pada pringpnya pgak terhutang pada saat timbulnya obyek pagjak yang dapat dikenakan,
pajak.Saat terhutangnya pajak tersebut adalah :
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a  PadaSuau Saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;

b.  PadaAkhir Masa, untuk Pgjak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja,
atau oleh pihek lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas pemungutan Pagjak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

c.  Padaakhir Tahun Pgjak, untuk Pgjak Penghasilan.

Jumlah pajak terhutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh

Waib Pgjak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 9 dan Pasal 10 ayet (2), oleh Wajib Pgak harus disetorkan ke Kas Negara atau tempat

lain yang telah ditentukan.

Berdasarkan undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban untuk

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas kesdluruhan SPT Waib Pajak. Penerbitan sesuatu

Surat Ketetapan Pgak hanya terbatas pada Wejib Pgak tertentu yang disebabkan oleh

ketidakbenaran dalam pengisan SPT atau karena ditemukannya data fiska yang tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13
Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat
menerbitkan Surat Ketetgpan Pgjak, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus
tertentu seperti tersebut dalam ayet ini, atau tegasnya hanya terhadap Wajib Pajak tertentu
yang nyatanyaa atau berdasarkan hasl penditian dan pemeriksaan tidek memenuhi
kewgjiban formal dan kewgjiban material.
Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
kepada Direktur Jenderal Pejak untuk melakukan koreks fiska tersebut, dibatas sampai
dengan kurun waktu lima tahun sgja.
Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetgpan Pejak baru diterbitkan bilamana Wajib
Pgak tidak membayar pgak sebagamana mestinga menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpagjakan. Diketahuinya bahwa Wgib Pgak tidak atau kurang
membayar pajak, adaah karena dilakukan pemeriksaan terhadep Wajib Pgak yang
bersangkutan dan dari hesl pemeriksaan itu diketahui bahwa Wejib Pgak kurang
membayar dari jumlah yang seharusnya terhutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat
Wajib Pgjak dengan sfat pemeriksaan buku lengkap atau melalui penelitian adminisras
perpajakan.
Surat Ketetapan Pgjak dapat juga ditebitkan dalam ha Direktur Jenderal Pajak memiliki
data lain di luar data yang disampakan oleh Wgib Pajak sendiri, dari data mana dapat
dipagtiken (bukan dugaan), bahwa Wajib Pgak tidek memenuhi kewsjiban pajaknya
sebagaimana mestinya
Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pgak dapat dilakukan pemeriksaan.
SPT yang tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegor secara tertulis dan
tidak juga disampaikan ddam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran itu,
menurut ketentuan ayat (1) huruf b membawa akibat, bahwa Direktur Jenderd Pajak dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini
dikenakan sanks administras berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam ayet (3).
Tegoran itu antara lain dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pgjak
yang beritikad baik, untuk menyampaikan dasan atau sebab-sebab tidak dapatnya SPT
disampaikan apabila karena terjadinya sesuatu hd di luar kemampuan (force majeur).
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Daam hal SPT disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran dan
pajak yang terhutang dilunes sebagaimana mestinya, Surat Ketetapan Pajak tidak akan
diterbitkan dengan anggapan bahwa SPT tersebut telah diis dengan benar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pgak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan

di bidang Pgak Pertambahan Nila Barang dan Jasa dan Pgjak Penjudan aas Barang

Mewah, berupa pelaksanaan kompensas selish lebih pembayaran pgak, tarif O% (nol

persen)yang semestinya bukan O% (nol persen), pengembalian pembayaran pajak yang

seharusnya tidak perlu terjadi seperti tersebut dalam ayat (1) huruf ¢, dikenakan sanks
administras dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ditambah kenaikan sebesar |00%

(seratus persen).

Bagi Wajib Pgak yang tidak menyeenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28

Undang-undang ini etau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29

ayat (2), sehingga Direktur Jenderal Pajek tidak dapat mengetahui keadaan usaha Wgib

Pajak yang sebenarnya dan berakibat tidak dapat dihitung jumlah pgjak yang seharusiya

terhutang, maka Direktur Jenderal Pgjak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pejak

dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak yang didasarkan pada data
yang tidak hanya diperolen Wajib Pajak saja.Sebagai konsekwensinya beban pembuktian
atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur

Jenderal Pajak, diletakkan pada Wagib Pejak.

Sebaga contoh diberikan antaralain :

1)  pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)tidak lengkap, sehingga
penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;

2)  dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angkarangka dalam
pembukuan tidak dapat diuiji;

3) dai rangkaian penditian dan faktafekta yang diketahui besar dugaan
disembunyikannya dokumen atau barang bukti lain di suatu tempat tertentu, sehingga
dari skap demikian jelas Wajib Pgjak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk
membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanks administras perpgjakan yang dikenakan kepada Wajib Pgjak,

karena melanggar kewsjiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

Sanks adminisiras perpgiakan dalam ayat ini berupa sanks bunga yang dituangkan dalam

Surat Ketetapan Pgjak.

Contoh :

Seorang W4jib Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwim

memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 1984 tepat pada waktunya yang disertai dengan

setoran akhir. Pada bulan April 1987 dikdluarkan Surat Ketetapan Pajak yang menunjukkan
kekurangan pajak yang terhutang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan ayat ini maka atas kekurangan tersebut dikenakan bunga 2%(dua

persen) sebulan. Wdaupun Surat Ketetapan Pgak tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun

sgak berakhirnya Tahun Pgjak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk
masa dua tahun dengan perhitungan sebagal berikut :

- Kekurangan pajak yang terhutang ... = Rp. 1.000.000,-

- Bunga2tahun=2%x2x12x Rp. 1.000.000,- = Rp. 480.000,-

Masih harus dibayar = Rp. 1.480.000,-

Seandainya Surat Ketetgpan Pgak tersebut diterbitkan bulan Me 1986 maka
perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Kekurangan pajak yang terhutang = Rp. 1.000.000,-
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- Bungal7 bulan = 2% x 17 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 340.000,-
Masih harus dibayar= Rp. 1.340.000,-

Ayat (3)
Ayat ini mengatur sanks adminidras dari suatu Ketetapan Pgak, karena melanggar
kewgjiban perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d.
Sanks administras demikian berupa "kenaikan", yaitu suatu jumlah proporsional yang
harus ditambahkan pada jumlah pgak yang harus ditagih.
Besarnya sanks administras berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya yaitu
untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sanks kenaikan
sebesar 50%(lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh
orang/badan lain sanks kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan aas Barang Mewah sanks
kenaikan sebesar 100%(seratus persen).

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pajak yang "dikreditkan® ialah jumlah pengurangan pajak yang
terdiri dari:
1. pajak yang dipotong oleh pihak ketiga;
2. pajak yang dipungut oleh pihak ketiga;
3. paak yang dibayar sendiri;
4. pajak yang ditagih ddam Sura Tagihan Pgjak (STP);
5. pajak yang terhutang di luar negeri.
Jumlah pengurangan tersebut dikurangkan dari pajak yang terhutang.

Contoh :
Surat Ketetapan Pajak Penghasilan (SKP PPh).
1. Pgak yang terhutang : Rp. 1000.000,-

2. Pengurangan-pengurangan :
a  Paak yang dipotong oleh

pemberi kerja Rp. 150.000,-
b. Paak yang dibayar
sendiri (setoran masa) Rp. 400.000,-
c. Paak yang ditagih ddam
STP (tidak termasuk bunga
dan denda) Rp. 75.000,-
d. Paak yang ditagih
di luar negeri Rp. 100.000,-
Jumlah pajak yang dikreditkan Rp. 725.000,-
Jumlah pajak yang dikreditkan Rp. 725.000,-

Ayat (5)
Sanks administras berupa bunga, denda administras, dan kenaikan, tidak dapat
diperhitungkan atau dikreditkan terhadap jumlah pajak terhutang. Dengan demikian, 1
dalam hal akan dilakukan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
jumlah sanks administras perpajakan yang telah dibayar harus dikeluarkan lebih dahulu dari
jumlah kelebihan pembayaran yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

Ayat (6)
Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaan dengan
pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem " sdf assessment”, maka apabila dalam waktu
limatahun sgjak saat terhutangnya pgak, berakhirnya Masa Pejak, Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pgak, Direktorat Jenderal Pgak tidak juga menerbitkan Surat
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Ketetapan Pgak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau
SPT Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi
pasti karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan
demikian, SPT Wajib Pgjak yang bersangkutan telah merupakan ketetapan yang tetap dan
tidak akan diubah (rampung).
Ayat (7)

Daam ha W4gib Pgak, dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
mengena pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Surat Ketetapan Pgak masih dibenarkan
untuk diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan dalam
ayat(l)telah dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang sdlama itu sengagja tidak
dilaporkan oleh Wgjib Pajak.

Pasd 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamekan kekuatan hukumnya dengan Surat
Ketetapan Pgjak, sehingga ddam ha penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat
Paksa.

Pasd 15

Ayat (1)
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetgpan Pajak yang ternyata
telah ditetapkan lebih rendah, atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak
seharusnya, atau pada waktu dilakukan penetgpan dalam bentuk Keputusan Kelebihan
Pembayaran Pgjak, atau penerbitan Surat Pemberitaan, undang-undang ini mash
memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Ketetapan
Pajak Tambahan dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutang pajak, berakhirnya
Masa Pgjak, Bagian Tahun Pgak atau Tahun Pgjak. Surat Ketetgpan Pgak Tambahan
merupakan koreks atas Surat Ketetapan Pgjak sebelumnya.
Surat Ketetapan Pgak Tambahan baru diterbitkan apabila sebelumnya telah pernah
diterbitkan Surat Ketetapan Pgak.Dengan perkataan lain Surat Ketetgpan Pajak Tambahan
tidek akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan
Pajak.
Ayat ini tidak hanya mensyaratkan harus adanya data baru (novum) dalam penerbitan Surat
Ketetapan Pgak Tambahan.
Daam ha masih ditemukan lagi data yang belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Tambahan, atau baru diketahui, kemudian oleh Direktur Jenderal Pgjak
Surat Ketetgpan Pajak Tambahan mash dapat diterbitkan lagi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Daam ha Wagjib Pgak dipidana karena meakukan tindak pidana di bidang perpajakan
mengenal pgak yang penagihannyatelah lewat waktu berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah memperolen kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pgak Tambahan mash
dibenarkan untuk diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan
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dalam Pasal 15 ayat(1)telah dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu
sengajatidak dilaporkan Wajib Pgjak.

Pasal 16
Apabila terjadi kesdlahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam surat ketetapan pajak
seperti sdah ketik, salah dalam jumlah, salah penergpan tarif, Direktur Jenderal Pejak secara
jabatan atau atas permintaan Wajib Pajak, dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak/Surat
Ketetapan Pgjak Tambahan yang salah atau keliru tersebut.
Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah, atau mengurangkan atau
menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya,

Pasal 17

Ayat (1) huruf a
Surat Keputusan Kdebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dapat diterbitkan, setelah oleh
Direktur Jenderal Pgak diadakan pendlitian atau pemeriksaan dengan maeksud untuk
memastikan dan memberikan keyakinan, bahwa memang benar-benar terdapat kelebihan
pembayaran atas jumlah pajak yang terhutang.
Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pgak tersebut harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama dua belas bulan setelah surat permohonan diterima. Dengan batas waktu
tersebut, selain memperhatikan kepentingan kepastian hukum bagi Wgjib Pgak, juga
dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administras perpajakan.

Ayat (1) huruf b.
Surat Pemberitaan dapat diterbitken setelah oleh Direktur Jenderal Pegjak diadakan
penditian atau pemeriksaan dengan maksud untuk memeastikan dan memberikan keyakinan
bahwa memang benar-benar jumlah pgak yang dibayar oleh Wajib Pgak dan yang telah
dipotong/dipungut oleh pihak ketiga sama besarnya dengan jumlah pajak yang terhutang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Pada dasarnya besarnya hutang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Baru apabila
kemudian ternyata terdgpat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pgak daam melakukan
penghitungan paak yang terhutang aau Waib Pgak meanggar ketentuan yang diatur
dalam undang-undang perpgjakan, Direktur Jenderd Pagjak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pgak atau Surat Ketetapan Pgjak Tambahan. Ketiga surat
ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan
pajak. Dalam hal tagihan paak tersebut tidak dibayar pada tanggd jatuh tempo yang telah
ditetapkan, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Ayat (2)
Untuk tertibnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pagjak, Menteri
Keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administras baik mengenai tindakan
penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas tagihan pajak.

Pasal 19
Ayat (1)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidek dibayar atau kurang dibayar pada
Saat jatuh tempo pembayaran aau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan
bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut :
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1. Atasjumlah pgak yang kurang dibayar. Surat Ketetapan Pgjak Penghasilan (SKP PPh)
Pajak terhutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) : Rp.
100.000,- SKP diterbitkan tanggal 10 Oktober 1985.

Harus dilunas paling lambat tanggal 10 Nopember 1985, tetapi baru dibayar Sejumiah
Rp.60.000,- padatanggal 1 Nopember 1985.

Sampa pada tangga batas waktu pembayaran (10 Nopember 1985) terakhir Ssa
tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak.

Peda tanggal 18 Nopember 1985 diterbitkan Surat Tagihan Pgjak oleh Direktur
Jendera Pgjak dengan perhitungan sebagai berikut :

Pgjak terhutang = Rp. 100.000,-

Dibayar padawaktunya = Rp. 60.000,-

Kurang dibayar Rp. 40.000,-

Bunga

Dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp. 40.000,- = Rp. 800,-
Bunga tersebut ditagih dengan STP.

2. Atasjumliah pajak yang terlambat dibayar.
Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 Nopember 1985. Tanggd
24 Nopember 1985 diterbitkan STP.
Bunga terhutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp.
100.000,- = Rp. 2.000,-
3. Atasjumlah pgak yang kurang dan terlambet dibayar.
Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
Dibayar sgumlah Rp. 60.000,-pada tanggal 20 Nopember 1985.
Tanggal 24 Nopember 1985 diterbitkan STP.
Bunga terhutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp. 100.000,- = Rp. 2.000,-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Daam hdl terjadi suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasdl ini, maka
untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pagak yang
terhutang tidak dapat ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat Tagihan
Paak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pgak Tambahan, penagihannya dapat
dilakukan seketika dan sekaigus.

Pasal 21
Ayat (1)

Ayat ini menetgpkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan
mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Wajib Pgjak, dan barang-barang milik
wakilnya akan dilelang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
Ddam hd telah dilakukan tindakan penagihan sampa kepada tindakan penagihan aktif,
seterusnya peldangan di muka umum atas barang-barang milik Wajib Pajak, tetapi hasil dari
pelelangan di muka umum barang-barang milik Wajib Pgjak tersebut belum cukup untuk
melunas  hutang pajaknya, meka barang-barang milik waekilnya, sepanjang dalam
kedudukannya bertanggung jawab untuk itu, akan dista dan dilelang di muka umum untuk
melunas hutang pajak Wajib Pajak.
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Setelah hutang pgak dilunas baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan pada Pemerintah untuk

mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang

milik Wajib Pgak atau wakilnya di muka umum guna menutupi atau melunasi tunggakan
pajaknya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada ayat ini ditegaskan bahwa hak mendahulu ini melebihi segala hak lainnya, artinya lebih

kuat dari hak lainnya kecuali terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 1139 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :"biaya
perkara yang semata-meta disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang
suatu barang bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari hesil penjualan
benda-benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang lainnya yang
diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik™.

2. Pasa 1139 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :"biaya yang
telah dikduarkan untuk menyelamatkan suatu barang”.

3. Pasa 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :"biaya
perkara, yang semata-mata disebabkan karena peldangan dan penyelesaian suatu
warisan; biayaini didahulukan daripada gadai dan hipotik™.

4. Pasa 80 dan Pasad 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan
seorang komisioner.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasd 22
Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak daluwarsa dalam waktu lima tahun, tetapi dapat
sgjamelebihi limatahun gpabila :
1. telahdikeluarkan Surat Tegoran dan Surat Paksa;
2. adanya pengakuan Wagjib Pgjak secaralangsung atau tidak langsung antaralain
a dilakukan pembayaran hutang pgak itu;
b. digukan permohonan penundaan pembayaran;atau
c. diadakannya pengangsuran pembayaran.
Daam hal demikian kedduwarsaan penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya
peristiwa-peristiwa tersebut di atas

Pasd 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Melaui cara ini akan dapat diperkirakan secara
efektif besarnya saldo piutang pajak yang, akan dapat ditagih atau dicairkan.

Pasal 25
Ayat (1)
Perkataan "suatu” dalam ayat ini, dimaksudkan bahwa satu keberatan harus digjukan untuk
satu jenis pajak dan satu tahun pajak, misalnya: Pgjak Penghasilan Tahun Pajak 1985 dan
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Tahun Pajak 1986. Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pgjak Penghasilan Tahun 1985 dan
Tahun 1986 tersebut, harus digjukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan tersendiri.
Untuk duatahun pajak tersebut harus digjukan dua buah Surat Keberatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Baas waktu pengguan Sura Keberatan ditentukan daam waktu tiga bulan sgak
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau SKP sebagaimana ditentukan dalam ayat(1),
dengan maksud agar supaya Wgib Pgjak mempunya waktu yang cukup memadai untuk
mempersigpkan Surat Keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu
tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pgjak, karena keadaan di luar kekuasaan
Wajib Pajak (force mayeur), maka tenggang waktu selama tiga bulan tersebut masih dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pgjak.

Ayat (4)
Tanda bukti/Res penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi
ketentuan formd. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud,
tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud ddam ayat (3), yang
dihitung mulai diterbitkannya sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut.
Tanda bukti atau res penerimaan tersebut oleh Wajib Pgjak dapat juga digunakan sebagai
da kontrol baginya, untuk mengetahui sampa kapan batas waktu dua belas bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) itu berakhir.
Tanda bukti atau res penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya
dikabulkan, gpabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pejak tidak menerima surat balasan
dari Direktur Jendera Pajak atas keberatan yang digukannya. Inilah yang dimaksud dengan
kata"kepentingan" dalam ayet ini.

Ayat (5)
Agar Wajib Pgak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, Wajib Pajak
diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak
yang telah ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderd Pajak berkewajiban untuk memenuhi
permintaan tersebut di atas.

Ayat (6)
Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pajak meldui penggjuan Surat
Keberatan, maka pengajuan keberatan itu tidak menghaangi tindakan penagihan.
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan meksud agar Wagib Pgak dengan daih
mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan kewsjiban untuk membayar pgak yang telah
ditetapkan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan negara.

Pasal 26

Ayat (1)
Terhadap Surat Keberatan yang digjukan oleh Wajib Pgjak kewenangan penyelesaian dalam
tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jendera Pgjak dengan ketentuan batasan waktu
penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pgjak ditetapkan paling lama dua belas bulan
sgak tanggal Surat Keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyeesaian
keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib
Pajak di samping terlaksananya administras perpajakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Ayat ini mengharuskan Wajib Pgjak membuktikan ketidakbenaran ketetgpan pajak, dalam
hal Wajib Pegjak mengagukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara
jabatan, Surat Ketetapan Pgjak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pgjak tidak
menyampaikan SPT Tahunan, meskipun telah ditegor secara tertulis, atau tidak memenuhi
kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan
kepada pgabat pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam
rangka pemeriksaan guna menetgpkan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Apabila
Wajib Pgjak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pejak secara jabatan
itu, maka keberatannya ditolak.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasd 27

Ayat (1)
Daam hd Wajib Pgjak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderd
Pajak atas keberatan yang digukan, Wajib Pgak mash diberi kesempatan untuk
mengajukan banding ke badan peraduan pgak, dalam hal seperti yang ada sekarang Majelis
Pertimbangan Pejak, dalam jangka waktu tiga bulan sgjak tanggal keputusan keberatan
tersebut. Dengan demikian bagi Wajib Paak teah diberikan cukup waktu untuk
menyigpkan Surat Banding besarta alas an-alasan dan bukti-bukti yang diperlukan bagi
badan peradilan pgak tersebut.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasd 25 ayat (2).

Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasd 25 ayat (6).

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pada dasarnya setigp orang/Badan yang meakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
diharuskan mengadakan pembukuan. Tetgpi bagi Wajib Pgak yang karena kemampuannya
belum memeadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan.
Yang dimaksud dengan "dibebaskan” dari kewsjiban mengadakan pembukuan dadam ayat
ini, tidak diartikan bahwa Wajib Pejak untuk seterusnyatidak berusaha untuk meningkatkan
kemampuannya menyelenggarakan pembukuan secara lengkap dan baik, sehingga sama
sekali tidak memiliki pembukuan dalam menyelenggarakan usahanya.
Sepanjang kemampuan tersebut belum dimiliki, Wajib Pgak dibenarkan untuk hanya
membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data
pokok yang dapat dipaka untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi Wajib
Pajak yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau
perusshaan harus dismpan selama sepuluh tahun, supaya dalam batas waktu tersebut
gpabila Direktur Jenderal Pgak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan
pembuktian yang diperlukan mash tetap tersediaKurun waktu sepuluh tahun harus
dismpannya pembukuan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan addah taat
asas (konsisten) dengan ketentuan Pasal 40 mengenai gugurnya tuntutan pidana perpajakan.

Pasd 29

Ayat (1)
Direktur Jenderal Pgjak, ddam rangka melaksanakan tugas pemungutan pgak, diberikan
wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan, guna keperluan penetapan pajak yang
terhutang dan keperluan-keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperolelV. mengumpulkan bahan-bahan
yang dijadikan dasar untuk:
a menerbitkan Surat Ketetgpan Pejak/Surat Ketetapan Pgak Tambahan;
b. menerbitkan Surat Pemberitaan;
c. menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pgjak.
d. ha-hd lain yang berhubungan dengan administras perpgakan.
Pengertian "tujuan lain" dalam ayat ini dimaksudkan adalah pemeriksaan dalam rangkayang
menyangkut ha-hal sebagai berikut :
a  menyusun Norma Penghitungan;
b. mencocokkan datadan aat keterangan;
c. menentukan besarnya pembayaran pgak dalam suatu Masa Pgak bagi Wajib Pgjak

baru;
d. ha-hd lan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpgjakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Oleh karena pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
kegiagtan usaha dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan demikian penting
peranannya dalam menentukan besarnya pgak yang terhutang, maka apabila diminta oleh
petugas pemeriksa, Wajib Pgjak harus memperlihatkan atau meminjamkannya. Bilamana
pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak depat diberikan
oleh Wagjib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayeat ini petugas
pemeriksa dibolehkan memasuki tempat aau ruangan yang menurut dugaan petugas
pemeriksa digunekan sebaga tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen-dokumen tersebui.

Ayat (4)
Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan, sehingga pembukuan, catatan,
dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh
Wajib Pajak, meka ayat ini menegaskan bahwa kewgiban merahasiakan itu dapat
ditiadakan.

Pasal 30
Terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia memberi
kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki - tempat-tempat/ruangan-ruangan
tertentu yang diduga dismpan di dalamnya pembukuan, dokumen-dokumen, dan catatan-
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catatan, sehingga pembukuan, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang diperlukan tidak
dapat diperolen, maka Wajib Pajak dianggap menghalang-hdangi pelaksanaan pemungutan
pajak.

Daam hal demikian Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan tindakan
penyegelan tempat atau ruangan-ruangan tertentu yang diperkirakan sebagal tempat
penyimpanan pembukuan, catatan-catetan, dan dokumen-dokumen guna mengamankan atau
mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebui.

Pasd 31
Untuk terlaksananya keseragaman, ketertiban, dan kesatuan tindekan pelaksanaan
pemeriksaan, perlu diatur ketentuan dan tata caranya dengan Peraturan Pemerintah.

Pasd 32

Ayat (1)
Daam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak
dan kewsjiban perpajakan Wagjib Pgjak terhadgp Badan, Badan dalam pembubaran, warisan
yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa aau orang yang berada dalam
pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau
kuasanya, guna melakukan tindakan hukum, melaksanakan hak dan kewajiban perpgakan,
oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum
tersebut.

Ayat (2)
Pengecudian yang dimeksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian balwa dalam
kedudukannya sebagai wakil menurut kewgaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan
pertanggungjawabannya secara pribadi dan/atau secara renteng.

Ayat (3)
Ayat ini memberikan kelonggaran dari kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan
orang lain yang memahami masalah perpgjakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya
membantu melaksanakan hak dan kewgjiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut
meliputi pelaksanaan kewajiban forma dan material serta pemenuhan hak Wajib Pejak yang
ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Pasal 33
Sesual dengan pringp beban pembayaran pajak untuk Pejak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah adalah pembeli atau konsumen barang atau
penerima jasa, karena itu sudah seharusnya gpabila pembeli aau konsumen barang dan
penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terhutang gpabila
ternyata bahwa pajak yang terhutang tersebut tidak dibayarnya

Pasal 34
Ayat (1)
Setigp pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas dibidang
perpgakan, dilarang mengungkapkan kerahasaan Wgib Pajak yang menyangkut masalah
perpgekan. Masdah kerahasiaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan, untuk
mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak, dalam usaha persaingan
dagang atau mengungkapkan keadaan asd usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh,
yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi, sesua dengan asas hukum pajak.
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Ayat (2)
Para ahli seperti ahli/juru bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan, pada
hakekatnya adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan
kerahasiaan Wajib Pgak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)
Untuk kepentingan pengamanan keuangan negara yang dilakukan oleh, pejabat pemeriksa
yang ditugaskan untuk itu, baik oleh pejabat pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin
kepada Badan-badan tersebut, untuk melinat bukti-bukti perpajakan yang terikat dengan
kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2), dalam rangka melaksanakan
tugas pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang ada hubungannya dengan
masalah perpajakan.

Ayat (4)
Untuk melaksanakan pemeriksaan disdang pengadilan ddam perkara pidana yang
berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan
dapat memberikan izin pembebasan atas kewgjiban kerahasiaan kepada pegabat pajak
termasuk pegabat yang ditugaskan ddam badan peradilan perpgakan atau Majelis
Pertimbangan Pajak dan para ahli sebagaimana dimeksud daam ayat(1)dan ayat(2), atas
permintaan tertulis Hakim ketua sdang.

Ayat (5)
Maksud dari ayat ini adaah merupakan pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan
perpgakan yang diminta tersebut adalah hanya mengenal perkara pidana tentang perbuatan
atau peristiwa yang menyangkut bidang perpgakan dan hanya terbatas pada tersangka yang
bersangkutan.

Pasal 35

Ayat (1)
Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpgakan, pihek ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pgak yang diperiksa, seperti Konsulen Pajak,
Akuntan Publik, Notaris dan pihak atau orang lainnya yang ada hubungannya dengan
tindakan atau kegiatan ussha Wajib Pgjak harus memberikan keterangan dan bukti-bukti
yang diminta petugas Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan Wajib Pajak
yang bersangkutan. Bahan keterangan atau bukti yang diminta tersebut diperlukan untuk
melengkapi bahan keterangan perpgakan guna menghitung dan menentukan besarnya
jumliah pajak yang sebenarnya terhutang bagi Wejib Pajak yang diperiksa. Sdlain itu,
ketentuan dalam ayat ini dimeksudkan pula untuk mencegeh adanya usaha
menyembunyikan bahan keterangan atau bukti-bukti mengenai perpajakan ditempat-orang
lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Dapa sgaterjadi dalam praktek, bahwa sanks administras yang dikenakan kepada Wgjib
Pajak, karena ketidaktelitian petugas paak dapat membebani Wgjib Pajak yang tidak
bersalah atau tidak memahami peraturan perpgakan. Dalam ha yang demikian, sanks
administras berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetgpkan dapat dihapuskan
atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pgjak.
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Demikian juga Direktur Jenderal Pgjak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan
dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pgjak yang tidak benar, misalnya Wgjib
Pgjak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidek memenuhi persyaratan
formal(memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan meteria
terpenuhi.

Aya (2)
Cukup jelas.

Pasd 37
Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena itu
undang-undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat
mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya sanks
administras berupa bunga, denda administras, dan kenaikan sesua dengan keadaan ekonomi
keuangan.

Pasal 38
Pelanggaran terhadap kewgiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pgak, sepanjang
menyangkut tindakan administras perpajakan dikenakan sanks administras, sedangkan yang
menyangkut tindak pidanadi bidang perpajakan, dikenakan sanks pidana
Dengan adanya sanks pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi Wajib Pajak
untuk memeatuhi atau melakukan
kewajiban perpajakannya seperti yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.
Kealpaan sehagaimana dimaksud dalam Pasdl ini berarti tidak sengaja, ldal, tidak hati-hati dan
tidak memperdulikan kewajibannya, sehingga perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian
bagi negara.

Pasal 39

Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan
sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administras tetapi merupakan tindak pidana
kegjahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena
kealpaan yang sfatnya adalah pelanggaran.

Ayat (2)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi
mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun
sgak sdesa menjdani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan
pidanalebih berat, idah duakali lipat dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1).

Pasal 40
Tindak pidana di bidang perpgjakan daluwarsa sepuluh tahun, dari sgjak saat terhutangnya
pajak, berakhirnya Masa Pgjak, Bagian Tahun Pgjak atau Tahun Pgjak yang bersangkutan. Hal
tersebut dimeksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut
Umum dan Hakim. angka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan
daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan
jumlah pgjak yang terhutang, sdama sepuluh tahun.

Pasal 41
Ayat (1)
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan pada
pihak lain, dan supaya Wgjib Pgak dalam memberikan data-data dan keterangan tidak
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ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, meka perlu adanya sanks
pidana bagi pegabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
pengungkapan kerahasiaan tersebuit.
Pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan menurut ayat ini, adaah dilakukan karena
kealpaannya dalam arti lda, tidak hati-hati atau tidak memperdulikan sehingga kewsjiban
untuk merahasiakan keadaan, keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pgak yang
dilindungi oleh undang-undang perpajakan,dilanggar. Atas pelanggaran karena kealpaannya
tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpa dengan kealpaannya tersebut.

Ayat (2)
Ketentuan yang diatur dalam ayat ini adalah berunsur kesengajaan sehingga mengakibatkan
pembocoran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Karena itu hukumannya
lebih berat dibanding dengan sanks pidana yang ditentukan dalam ayat(1).
Unsur kesenggjaan tersebut menjurus pada kegahatan, karena itu hukumannya sesua
dengan perbuatan kejahatan tersebut.

Ayat (3)
Tuntutan pidana terhadgp pelanggaran kershasaan sebagaimana dimeksud dalam
ayat(l)dan ayat(2)sesuai dengan dfatnya, adalah menyangkut kepentingan pribadi
seseorang aau Badan selaku Waib Pgjak, karenaitu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasd 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri Wajib Pgjak, tetapi juga
kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawa Wajib Pajak yang diberi
pelimpahan tanggung jawab atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban
perpajakan Wajib Pgjak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya

Pasal 44

Ayat (1)
Penyidikan di bidang perpgakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak
pidana di bidang perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui
besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Penyidik di bidang perpajakan adalah
pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pgjak yang diangkat oleh
Menteri Kehakiman sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana dalam bidang perpgakan dilaksanakan menurut ketentuan yang
digtur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan
peraturan pelaksanaannya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasd 45

Meskipun undang-undang perpgiekan yang lama tdah dicabut dengan diundangkannya
Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang pada
masa atau tahun pajak sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang pelaksanaannya masih
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaakan lama, maka Undang-undang
ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampa dengan
tanggal 31 Desember 1988.Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan
dauwarsa penagihan pajak.

Pasd 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Ordonans Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak
yang diterima atau diperoleh daam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam
bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan
Kontrak Bagi Hasll.sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasl tersebut
masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima
atau diperoleh ddam hidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan daam bentuk
perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasl, apabila perjanjian Kontrak Karya dan
Kontrak Bagi Hasll tersebut dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 48
Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang
materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.Dengan  demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan
Undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan.

Pasd 49
Cukup jelas.

Pasd 50
Cukup jelas.
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